
 

SALINAN 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI 'KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 8 TAHUN 2022 

TENTANG 

RINCIAN KURANG SALUR 
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAG! HASIL RETRIBUSI DAERAH 

TAHUN 2020 KEPADA DESA PADA TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan. Pasal 97 ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan Alokasi 
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
diatur dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin 
Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022, telah dialokasikan anggaran Kurang 
Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil 
Retribusi Daerah tahun 2020 kepada Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rincian Kurang Salur Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah 
Tahun 2020 Kepada Desa Pada Tahun Anggaran 2022; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, 
Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 
2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017, Nomor 1955); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 
1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2019, Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 98); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 127); 

14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2019 Nomor 25); 
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15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 50); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KURANG SALUR 
BAG! HASIL PAJAK DAERAH DAN BAG! HASIL RETRIBUSI 
DAERAH TAHUN 2020 KEPADA DESA PADA TAHUN 
ANGGARAN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksan.aan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

5. Dana Bagi Hash l Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, adalah bagian dan i hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Kabupaten, dan kabupaten ke 
Desa. 

6. Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Kurang 
Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah 
selisih kurang antara DBH Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang dihitung berdasarkan realisasi rampung 
penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 
setelah dikurangi realisasi penyaluran DBH Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020. 
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BAB II 

PENGALOKASIAN 

Pasal 2 

(1) Kurang Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
tahun 2020 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 
Rp.638.109.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta 
seratus sembilan ribu rupiah). 

(2) Kurang Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan: 

a. Kurang salur DBH Pajak Daerah sebesar 
Rp.429.780.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan 
juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);dan 

b. Kurang salur DBH Retribusi Daerah sebesar 
Rp.208.329.000,00 (dua ratus delapan juta tiga 
ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). 

Pasal 3 

Rincian Kurang Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan 
Bupati mi. 

BAB III 

PENYALURAN 

Pasal 4 

Penyaluran Kurang Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dilaksanakan secara sekaligus. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 15 Februari 2022 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 
Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 15 Februari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,  

'TM 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 
NOMOR 8 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

BAMBANG WAHYUSUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 



LANIPIRAN 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 8 TAHUN 2022 
TENTANG RINCIAN KURANG SALUR BAGI BASIL PAJAK DAERAH 
DAN BAGI BASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020 KEPADA DESA 
PADA TAHUN ANGGARAN 2022 

RINCIAN KURANG SALUR BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN 
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020 KEPADA DESA PADA TAHUN ANGGARAN 2022 

KODE 
NAMA KECAMATAN / 

DESA 

KURANG SALUR 
DBH 

PAJAK DAERAH 

KURANG SALUR 
 

DBH 
RETRIBUSI 

DAERAH 

JUMLAH KET ERANGAN 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 
62.01.01 KECAMATAN KUMAI 
62.01.01.2001 Sungai Cabang 3.425.550,00 1.660.470,00 5.086.020,00 
62.01.01.2002 Teluk Pulai 3.185.050,00 1.543.870,00 4.728.920,00 
62.01.01.2003 Sabuai 3.698.950,00 1.792.970,00 5.491.920,00 
62.01.01.2004 Keraya 3.610.050,00 1.749.870,00 5.359.920,00 
62.01.01.2005 Teluk Bogam 3.795.550,00 1.839.870,00 5.635.420,00 
62.01.01.2006 Sungai Bakau 3.993.050,00 1.935.570,00 5.928.620,00 
62.01.01.2007 Kubu 5.435.550,00 2.634.770,00 8.070.320,00 
62.01.01.2008 Sungai Kapitan 10.029.450,00 4.861.570,00 14.891.020,00 
62.01.01.2009 Batu Belaman 6.983.450,00 3.385.170,00 10.368.620,00 
62.01.01.2010 Sungai Tendang 9.320.750,00 4.518.070,00 13.838.820,00 
62.01.01.2014 Sungai Sekonyer 3.667.550,00 1.777.770,00 5.445.320,00 
62.01.01.2015 Sungai Bedaun 3.529.550,00 1.710.870,00 5.240.420,00 
62.01.01.2017 Bumi Harjo 24.643.650,00 11.945.570,00 36.589.220,00 
62.01.01.2032 Pangkalan Satu 5.271.850,00 2.555.470,00 7.827.320,00 
62.01.01.2034 Sabuai Timur 3.183.550,00 1.543.170,00 4.726.720,00 

SUB TOTAL 93.773.550,00 45.455.050,00 139.228.600,00 

62.01.02 KECAMATAN ARUT SELATAN 

62.01.02.2001 Tanjung Putri 3.625.150,00 1.757.270,00 5.382.420,00 
62.01.02.2004 Pasir Panjang 27.705.550,00 13.429.770,00 41.135.320,00 
62.01.02.2010 Rangda 3.195.750,00 1.549.070,00 4.744.820,00 
62.01.02.2011 Kenambui 3.191.350,00 1.546.970,00 4.738.320,00 
62.01.02.2012 Runtu 3.359.850,00 1.628.570,00 4.988.420,00 
62.01.02.2013 Umpang 3.368.750,00 1.632.970,00 5.001.720,00 
62.01.02.2014 Kumpai Batu Bawah 4.936.050,00 2.392.670,00 7.328.720,00 
62.01.02.2015 Kumpai Batu Atas 3.482.050,00 1.687.870,00 5.169.920,00 
62.01.02.2016 Natai Raya 5.650.650,00 2.739.070,00 8.389.720,00 
62.01.02.2017 Medang Sari 5.492.250,00 2.662.270,00 8.154.520,00 
62.01.02.2018 Natai Baru 4.008.950,00 1.943.270,00 5.952.220,00 
62.01.02.2019 Tanjung Terantang 4.312.250,00 2.090.270,00 6.402.520,00 
62.01.02.2020 Sulung 4.575.350,00 2.217.770,00 6.793.120,00 

SUB TOTAL 76.903.950,00 37.277.810,00 114.181.760,00 

62.01.03 KECAMATAN KOTAWARINGIN 
LAMA 

62.01.03.2001 Babual Baboti 3.523.850,00 1.708.170,00 5.232.020,00 
62.01.03.2002 Tempayung 3.718.250,00 1.802.370,00 5.520.620,00 
62.01.03.2003 Sakabulin 3.215.250,00 1.558.470,00 4.773.720,00 
62.01.03.2004 Kinjil 3.233.650,00 1.567.470,00 4.801.120,00 
62.01.03.2005 Dawak 4.955.250,00 2.401.970,00 7.357.220,00 
62.01.03.2006 Riarn Durian 5.799.250,00 2.811.070,00 8.610.320,00 
62.01.03.2009 Lalang 3.332.050,00 1.615.170,00 4.947.220,00 
62.01.03.2010 Rungun 3.189.700,00 1.546.900,00 4.736.600,00 
62.01.03.2011 Kondang 3.513.050,00 1.702.870,00 5.215.920,00 
62.01.03.2012 Suka Jaya 3.219.450,00 1.560.570,00 4.780.020,00 
62.01.03.2013 Sukarnakrnur 5.428.750,00 2.631.470,00 8.060.220,00 
62.01.03.2014 Sumber Mukti 4.925.250,00 2.387.470,00 7.312.720,00 
62.01.03.2015 Palih Baru 4.973.750,00 2.410.970,00 7.384.720,00 
62.01.03.2016 Ipuh Bangun Jaya 4.383.350,00 2.124.770,00 6.508.120,00 
62.01.03.2017 Sagu Suka Mulya 3.990.050,00 1.934.070,00 5.924.120,00 

SUB TOTAL 61.400.900,00 29.763.780,00 91.164.680,00 

62.01.04 KECAMATAN ARUT UTARA 
62.01.04.2001 Nanga Mua 3.684.150,00 1.785.770,00 5.469.920,00 
62.01.04.2003 Sukarami 3.183.550,00 1.543.170,00 4.726.720,00 
62.01.04.2004 Gandis 3.183.550,00 1.543.170,00 4.726.720,00 
62.01.04.2005 Kerabu 3.183.550,00 1.543.170,00 4.726.720,00 
62.01.04.2006 Sambi 5.517.550,00 2.674.570,00 8.192.120,00 
62.01.04.2007 Penyombaan 3.183.550,00 1.543.170,00 4.726.720,00 
62.01.04.2008 Pandau 3.183.550,00 1.543.170,00 4.726.720,00 
62.01.04.2009 Riarn 3.183.550,00 1.543.170,00 4.726.720,00 
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KODE 
NAMA KECAMATAN / 

DESA 

KURANG SALUR 
DBH 

PAJAK DAERAH 

KUFtANG SALUR 
DBH 

RETRIBUSI 
DAEFtAH 

JUMLAH KETEFtANGAN 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 
62.01.04.2010 panahan 3.388.950,00 1.642.670,00 5.031.620,00 
62.01.04.2011 Sungai Dau 3.183.550,00 1.543.170,00 4.726.720,00 

SUB TOTAL 34.875.500,00 16.905.200,00 51.780.700,00 

62.01.05 KECAMATAN PANGKALAN 
LADA 

62.01.05.2001 Pangkalan Tiga 11.958.250,00 5.796.570,00 17.754.820,00 
62.01.05.2002 Pandu Sanjaya 14.723.350,00 7.136.870,00 21.860.220,00 
62.01.05.2003 Lada Mandala Jaya 6.683.350,00 3.239.670,00 9.923.020,00 
62.01.05.2004 Makarti Jaya 4.897.550,00 2.373.970,00 7.271.520,00 
62.01.05.2005 Sumber Agung 8.522.950,00 4.131.370,00 12.654.320,00 
62.01.05.2006 Purbasari 4.862.250,00 2.356.870,00 7.219.120,00 
62.01.05.2007 Sungai Rangit Jaya 5.366.050,00 2.601.070,00 7.967.120,00 
62.01.05.2008 Pangkalan Dewa 12.678.350,00 6.145.670,00 18.824.020,00 
62.01.05.2009 Kadipi Atas 3.818.950,00 1.851.170,00 5.670.120,00 
62.01.05.2010 Sungai Melawen 6.452.750,00 3.127.870,00 9.580.620,00 
62.01.05.2011 Pangkalan Dunn 6.633.550,00 3.215.470,00 9.849.020,00 

SUB TOTAL 86.597.350,00 41.976.570,00 128.573.920,00 

62.01.06 KECAMATAN PANGKALAN 
BANTENG 

62.01.06.2001 Pangkalan Banteng 4.903.750,00 2.376.970,00 7.280.720,00 
62.01.06.2002 Mulya Jadi 3.795.650,00 1.839.870,00 5.635.520,00 
62.01.06.2003 Karang Mulya 6.254.050,00 3.031.570,00 9.285.620,00 
62.01.06.2004 Kebun Agung 4.345.550,00 2.106.370,00 6.451.920,00 
62.01.06.2005 Sidomulyo 4.925.550,00 2.387.570,00 7.313.120,00 
62.01.06.2006 Marga Mulya 4.007.450,00 1.942.570,00 5.950.020,00 
62.01.06.2007 Amin Jaya 5.610.750,00 2.719.670,00 8.330.420,00 
62.01.06.2008 Arga Mulya 4.956.250,00 2.402.470,00 7.358.720,00 
62.01.06.2009 Natai Kerbau 4.522.550,00 2.192.270,00 6.714.820,00 
62.01.06.2010 Simpang Berambai 4.136.850,00 2.005.270,00 6.142.120,00 
62.01.06.2011 Sungai Hijau 4.219.250,00 2.045.170,00 6.264.420,00 
62.01.06.2012 Sungai Pakit 4.575.050,00 2.217.670,00 6.792.720,00 
62.01.06.2013 Berarnbai Makrnur 3.994.650,00 1.936.370,00 5.931.020,00 
62.01.06.2014 Karang Sari 4.201.750,00 2.036.770,00 6.238.520,00 
62.01.06.2015 Sungai Pulau 4.062.150,00 1.969.070,00 6.031.220,00 
62.01.06.2016 Sungai Bengkuang 3.216.350,00 1.559.070,00 4.775.420,00 
62.01.06.2017 Sungai Kun ng 4.501.150,00 2.181.870,00 6.683.020,00 

SUB TOTAL 76.228.750,00 36.950.590,00 113.179.340,00 

TOTAL 429.780.000,00 208.329.000,00 638.109.000,00 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BA,GIAN HUKUM, 

BAMBANG AHYUSUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 
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